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Barter atau pertukaran merupakan sebuah kegiatan dagang yang melakukan 
transaksi antara penjual dan pembeli dengan cara menukarkan suatu barang 
dengan barang lainnya. Pertukaran sebenarnya sudah jarang digunakan, namun 
terjadi di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. 
Transaksi yang dilakukan tersebut ialah penjual daging mengizinkan pembelian 
daging dengan pembayaran tempo namun dengan barang yang memiliki nominal 
lebih besar.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik barter 
daging sapi dengan padi pembayaran tempo di Desa Wargomulyo Kecamatan 
Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang 
praktik barter tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo di Desa 
Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan untuk mengetahui 
bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik barter daging sapi dengan padi 
tersebut.  
Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reserch), yang 
bersifat deskriptif kualitatif dengan analisis sumber data yaitu data primer yang 
diperoleh dari wawancara kepada pihak yang melakukan barter dan data sekunder 
dari buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang berhubungan dengan praktik 
barter. Setelah data terkumpul maka melakukan analisa dengan melakukan 
analisis kualitatif dengan menggunakan metode cara berfikir deduktif.  
Berdasarkan hasil penelitian, praktik barter daging sapi dengan padi 
pembayaran tempo di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten 
Pringsewu, dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu bahwa pihak petani 
ingin membeli daging dengan pembayaran tempo. Namun pihak penjual 
memberikan syarat hanya boleh membeli sebesar 2 kg tulang dan 2.5 kg daging 
sapi. Harga daging 1 kg Rp. 120.000,- dan tulang 1 kg Rp. 50.000 dengan total 
harga menjadi Rp 400.000,- dan pembeli harus membayar menggunakan padi 
hasil panen sebesar 1 kwintal dengan pembayaran tempo 4 bulan yaitu pada saat 
panen padi tiba sedangkan harga padi ketika panen raya sebesar Rp 
500.000/kwintal. Sehingga jumlah keseluruhan lebih besar dari jumlah harga asli 
daging. Tinjauan hukum Islam pada praktik barter daging sapi dengan padi 
pembayaran tempo tersebut tidak sesuai dengan syarat sah pertukaran dalam 
Islam. Meskipun pihak penjual daging memberikan kemudahan dalam transaksi 
pertukaran tersebut akan tetapi penambahan harga pada transaksi barter dengan 
objek yang dipertukarkan berbeda jenis dan jauh lebih besar dari harga tunainya 
karena perbedaan waktu dalam penyerahan barang termasuk dalam unsur riba an-
nasiah. Dalam hal ini membuat transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena 
dapat merugikan pembeli.  
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يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا ََل تَأُْكلُىا أَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكىَن تَِجاَرةً َعْه 
َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما ﴾٩٢﴿تََزاٍض ِمْىُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُىا أَْوفَُسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai  kerangka  awal untuk  mendapatkan suatu gambaran yang jelas 
serta memahami isi dari makna proposal ini diperlukan adanya penegasan arti 
dan makna dari beberapa istilah pada judul proposal ini untuk menghindari 
kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 
digunakan. 
Adapun judul skripsi ini yaitu : “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Praktik Barter Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran Tempo”  Studi 
Khasus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten 
Pringsewu, Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan yaitu : 
 
1. Barter adalah kegiatan tukar- menukar  barang yang terjadi tanpa 
perantaraan uang. Tahap selanjutnya menghadapkan manusia pada 
kenyataan bahwa apa yang diproduksi seperti tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak 
dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan 
barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. 
Akibatnya barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Pada masa ini 
timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Kesulitan yang 
dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan 
orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan 
2 
 
itu telah mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal 
pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. 
Sampai sekarang barter masih dipergunakaan pada saat terjadi krisis 




2. Daging adalah bagian tubuh binatang sebelihan yang dijadikan makanan.2 
3. Padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras, termasuk jenis Oryza 
(ada banyak macam dan namanya) butir dan buah padi.
3
 




Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan judul 
tersebut adalah tinjauan fiqh muamalah (hukum islam) tentang praktik 
pembayaran yang ditangguhkan pada akad barter daging sapi dengan padi  
yang terjadi di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten 
Pringsewu. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan memilih judul  “praktik barter daging sapi dengan padi 
pembayaran tempo ” yaitu: 
1. Secara Objektif,  Praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran 
tempo yang  dilakukan oleh  masyarakat  Desa Wargomulyo Kecamatan 




 Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2002), h.230. 
3
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Pardasuka Kabupaten Pringsewu.  penulis dianggap perlu dan tertarik 
guna untuk menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Islam. 
2. Secara Subjektif,  Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas 
syari‟ah, dan penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan 
dengan  jurusan Muamalah fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan 
Lampung,tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan. 
 
C. Latar Belakang Masalah  
Persoalan  muamalah  merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi 
tujuan  penting agama Islam  dalam  upaya memperbaiki kehidupan manusia, 
masalah  muamalah  senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan 
agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup 
pada  pihak lain. Allah Swt Mensyariatkan  barter sebagai suatu kemudahan 
untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia 
mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan 
itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan  itu seseorang tidak  
mungkin memberinya tanpa imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan 




Tukar  menukar dipersamakan dengan jual beli, secara terminology fiqh 
jual beli disebut dengan al- ba‟i yang berarti menjual,  mengganti, dan 
menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Syekh Abdurrahman as- 
                                                             
5
 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h.64. 
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Sa‟di, sebagaimana dikutif oleh Mardani jual beli adalah tukar-menukar harta 




Rasulullah –shallallahu „alaihi wa sallam- bersabda : 
 الذََّىبُْ َوَسلَّمَْ َعَلْيوِْ اللَّو َصلَّى اللَّوِْ َرُسولُْ قَالَْ قَالَْ اْْلُْدرِيْ  َسِعيدٍْ َأِبْ َعنْْ
 َواْلِمْلحُْ بِالتَّْمرِْ َوالتَّْمرُْ بِالشَِّعيِْ َوالشَِّعيُْ بِاْلبُ رْ  َواْلبُ رْ  بِاْلِفضَّةِْ َواْلِفضَّةُْ بِالذََّىبِْ
 ِفيوِْ َواْلُمْعِطي اآلِخذُْ أَْرَبْ فَ َقدْْ اْستَ زَادَْ أَوِْ زَادَْ َفَمنْْ بَِيدٍْ يًَدا ِبِْثلٍْ ِمْثال بِاْلِمْلحِْ
 َسَواءٌْ
 “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum 
dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam 
dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan *(cash)*. Barangsiapa 
memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah 
berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah‟‟. (H.R. 
Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah). 
 
Praktik pertukaran barang dengan barang yang terjadi di Desa 
Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten pringsewu yaitu pertukaran 
(barter) antara daging dengan padi pembayaran tempo. pihak pembeli 
membeli daging ke pihak penjual daging dengan sudah ditentukan berapa kg 
yang harus dibeli,yang terjadi disini yang harus dibeli 2kg tulang dan 2.5kg 
daging sapi dengan pembayaran tempo (Empat bulan) setelah panen padi, 
harga daging 1kg Rp. 120.000 tulang 1kg Rp. 50.000 jadi total semua harga 
daging Rp 400.000 pembeli harus membayar menggunakan padi hasil panen 
sebesar 1 kwintal padi sedangkan harga padi ketika panen raya di Desa 
5 
 
Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten pringsewu. 1 kwintal padi 
Rp 500.000, ada kelebihan nilai dalam praktik pertukaran barang dengan 
barang tersebut. 
Berdasarkan keterangan diatas, maka perlu untuk diadakan penelitian 
dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik pertukaran barang  
dengan barang pembayaran tempo, dengan judul “praktik barter daging sapi 
dengan padi pembayaran tempo“ Studi Khasus Di Desa Wargomulyo 
Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu”. 
 
D. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berjudul “praktik barter daging sapi dengan padi 
pembayaran tempo” untuk itu penulis akan memperjelas judul penelitian ini 
secara rinci seperti melakukan wawancara terhadap beberapa sampel yang 
melakukan  barter daging dengan padi. 
 
E. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana  praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo  di 
Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik barter daging sapi 
dengan padi pembayaran tempo di Desa Wargomulyo Kecamatan 
Pardasuka Kabupaten Pringsewu? 
 
F. Tujuan Penelitian 
6 
 
1. Untuk mengetahui  praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran 
tempo di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten 
Pringsewu.  
2. Untuk mengetahui hukum islam tentang praktik barter daging sapi 
dengan padi pembayaran tempo di Desa Wargomulyo Kecamatan 
Pardasuka Kabupaten Pringsewu. 
 
G. Signifikasi Penelitian 
1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan 
pemahaman mengenai praktek yang akan ditinjau dari segi hukum Islam, 
dan diharapkan dapat memperkaya ilmu tentang keislaman. Selain itu 
juga diharapkan penelitian ini juga diharapkan menjadi stimulator bagi 
penelitian sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan 
memperoleh hasil yang maksimal. 
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 
pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 
 
H. Metode penelitian  
Metode penelitian  adalah merupakan suatu kegiatan yang didasarkan 
pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
6
 
1. Jenis Penelitian 
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 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2011), Cet. 13, h.2. 
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Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), yaitu 
suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi 
atau lapangan. Selain penelitian lapangan penelitian ini juga 
menggunakan penelitian kepustakaan (library Research) yaitu penelitian 
yang menggunakan kepustakaan (literatur), baik berupa buku, catatan, 
artikel, maupun laporan hasil dari penelitian. 
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk menggambarkan sedetail atau secermat mungkin sesuatu yang 
menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.
7
  Didalam penelitian ini 
akan menjelaskan mengenai praktik pertukaran barang dengan barang 
pembayaran tempo ditinjau dari hukum islam terhadap praktiknya. 
3. Sumber data  
a. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 
atau objek yang diteliti
8
. Sumber data utama terdiri dari orang yang 
menjual daging dan membeli daging di Desa Wargomulyo Kec. 
Pardasuka Kab. Pringsewu. 
b. Data sekunder  
Data sekunder adalah  yang diperoleh atau dikumpulkan dari 
sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau 
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8 
 
menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan 
penjelasan mengenai sumber data primer.
9
 Data sekunder ini diperoleh 
dari penelitian kepustakaan , yaitu dengan menelusuri buku-buku, 
kitab-kitab atau karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi yang 
berkaitan dengan topic yang dikaji dalam penelitian. 
 
4. Populasi dan sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah objek atau subjek yang akan menjadi target 
atau sasaran keberlakuan kesimpulan suatu penelitian.
10
 Populasi 
dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli daging sapi. 
b. Sampel  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut.
11
 Sampel yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah penjual daging sapi  dua orang dan delapan  
orang pembeli. 
5. Metode pengumpulan data  
a. Observasi 
Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 
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 Sugiyono, Penelitian Dan Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), h.218. 
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 Cholis Narbuko Dan Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.71. 
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 Observasi yang dengan mengamati 
penjualan barter daging dengan padi pembayaran tempo. 
b. Wawancara   
Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses 
dialog pewawancara dengan responden.
13
 Dalam hal ini peneliti 
mewawancarai penjual dan pembeli yang berkaitan dengan jual beli 
daging dengan pembayaran tempo. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal hal atau 
sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk 




6. Metode pengolahan data  
a. Pemeriksaan Data (editing) 
Adalah pengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, 
sudah benar, dan sesuai atau relavan dengan masalah yang dikaji. 
Tujuan dari pada editing ini adalah untuk mengurangi kesalahan atau 
kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah 
diselesaikan sampai sejauh mungkin.
15
 
b. Penyusunan Sistematika Data (sistemazing) 
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Adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah.
16
 Berdasarkan sub pokok 
bahasa-bahasa yang devinisikan dari rumusan masalah. 
7. Metode analisis data  
Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan kajian 
penelitian yaitu Tinjauan hukum  Islam tentang  praktik pembayaran 
yang ditangguhkan pada akad barter daging dengan padi  yang kemudian 
dikaji dengan menggunakan metode kualitatif maksudnya adalah analisis 
ini bertujuan untuk mengetahui praktek dalam jual beli daging dengan 
sistem barter dengan  padi pembayaran tempo yang dilihat dari sudut 
pandang Islam.  
Metode yang digunakan  yaitu  metode induktif , yaitu metode yang 
mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah yang berlaku 
dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. 
Metode ini dugunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal 
yang berkenaan dengan praktek jual beli daging dengan sistem barter 
dengan padi pembayaran tempo dan hasil analisa dituangkan dalam bab 
yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian 
ini. 
  
                                                             
16
 Amarullah, Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Balai 






A. Kajian Teori 
1. Akad Dalam Islam  
a. Pengertian Akad )اَلَعْقُد) 
Menurut bahasa “akad” )العقد) jamaknya al-„uqud (  (الُعقُْودٌ 
mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi dan ini merupakan makna 
asal akad yang berarti menguatkan (  .(الربط) mengikat ,(الشدٌ 
Kebalikannya adalah berarti melepaskan (  ,Dan secara maknawi .(الَحلٌ 
dan ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang 
berarti mengkokohkan (ٌُالثوثْيق), menguatkan (ٌُاليُؤِكد), menjamin (ٌَُمان  ,(الضَّ
dan berjanji (ٌُ17.(الَعْهد 
Istilah akad dalam hukum Indonesia adalah perjanjian yang 
terdapat beberapa definisi dari akad itu sendiri: 
1) Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan   yang 
diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang 
menimbulkan akibat hukum padan objek akad. 
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2) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul 
sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan 
suatu akibat hukum pada objeknya.
18
 
Adapun makna akad secara syar‟i yaitu “Hubungan antara ijab dan 
kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari‟at yang mempunyai 
pengaruh secara langsung.” Ini artinya bahwa akad termasuk dalam 
kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara‟ 
antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang 
kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul.
19
 
Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, 
maka syara‟ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan 
terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi pertama 




Maka dari itu dapat dikatakan bahwa akad itu sendiri adalah suatu 
ikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam melakukan suatu 
perjanjian atau suatu kegiatan yang mana akad tersebut akan mengikat 
kedua belah pihak sampai batas waktu yang ditentukan dalam akad. 
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b. Dasar Hukum Akad 
Firman Allah SWT berikut ini: 
  ْ ْ  ْْ  ْْ ْ ْ ْ   ْْْ
 ْ ْ ْ ْْ  ْ  ْْَْْْْالل ْْ ْْْْ 
 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”( Q.S Al-Maidah 
(5): 1). 
 
Firman Allah SWT berikut ini: 
                       
              
“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan 
cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah 
janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan 
jawabnya.” ( Q.S Al-Isra‟(17): 34) 
 
c. Rukun dan Syarat Akad  
1) Rukun Akad 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 
sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 
membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau 
rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam 
kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:  
14 
 
a) Para pihak yang membuat akad (al-„aqidan), 
b) Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-„aqd), 
c) Objek akad (mahallul-„aqd), 
d) Tujuan akad (maudhu‟ al-„aqd). 
2) Syarat Akad  
Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad atau 
perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi syarat akad 
yang dibedakan menjadi empat macam yaitu:
21
 
a) Syarat terbentuknya akad (syuruth al- in‟iqad) antara lain: tamyiz, 
berbilang pihak (at-ta‟adud), persesuaian ijab dan qabul 
(kesepakatan) kesatuan majelis akad objek akad dapat diserahkan, 
objek akad tertentu atau dapat ditentuakan, objek akad dapat 
ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki atau 




b) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (Syuruth ash-Shihhah) 
Syarat-syarat keabsaahan akad dibedakan menjadi dua 
macam yaitu: 
(1) Syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad 
atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad. 
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(2) Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-
masing aneka akad khusus. 
c) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (Syuruth an-Nafadz) 
Untuk dapat dilakukannya akibat hukumnya, akad yang 
sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat 
hukum, yaitu: 
(1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhinya 
dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek 
bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada 
objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek 
yang sering digadaikanatau disewakan. 
(2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan 
para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak 
hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang 
dilakukannya. 
d) Syarat Mengikatnya Akad (Syarthul-Luzum) 
Pada asasnya akad yang telah memnuhi rukunnya serta 
syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat hukumnya 
akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat 
dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan 
tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya 




d. Macam-Macam Akad 
Para ulama fiqh mengemuukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika 
dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut syara‟, maka akad 
terbagi dua, yaitu: 
1) Berdasarkan sifat akad secara syariat dibagi menjadi 2 yaitu: 
a) Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh 
akibat hukumyang ditimbulkan akad itudan mengikat bagi 
pihak-pihak yang berakad. Akad yang sahih ini dibagi lagi oleh 
ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu: 
(1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang 
dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan 
tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. 
(2) Akad mawquf, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap 
bertindak hukum, tetapi ia tidak memmiliki kekuasaan untuk 
melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad 
yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz.
23
 
b) Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan 
pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat 
hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak 
yang berakad. Kemudian ulama Hanifiyah membagi akad yang 
tidak sahih ini menjadidua macam yaitu: 
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(1) Akad yang batil, suatu akad dikatakan batil apabila akad itu 
tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan 
langsung dari syara‟. 
(2) Akad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada 




2) Berdasarkan bernama atau tidaknya akad terbagi menjadi: 
a) Akad Musamanah 
Akad Musamanah yaitu akad yang ditetapkan nama-
namanya oleh syara‟ dan dijelaskan pula hukum-hukum, seperti: 
bai‟, ijarah, syirkah, hibah, kafalah, wakalah, dan lain 
sebagainya. 
b) Akad Ghairu Musamanah 
Ghairu Musamanah yaitu akad yang tidak ditetapkan 
nama-namanya oleh syara‟ dan tidak pula dijelaskan hukum-
hukumnya, akad muncul karena kebutuhan manusia dan 









Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan 
Syariah”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 59. 
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3) Berdasarkan Motifnya 
Berdasarkan motifnya akad dibagi menjadi: 
a) Akad Tijarah 
Akad Tijarah yaitu segala macam perjanjian yang 
menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan 
dengan tujuan mecari keuntungan,karena ini bersifat komersil. 
Seperti jual beli, upah mengupah dan lain sebainya. 
b) Akad Tabarru‟ (gratutions contract) 
Akad tabarru‟ yaitu segala macam perjanjian yang 
menyangkut non for profit transaction (transaksi nirbala). Akad 
tabarru‟ dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam rangka 
kebaikan. Dalam akad tabarru‟ pihak yang berbuat kebaikan 
tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada 
pihak lainnya. Imbalan akad tabarru‟ adalah dari sisi Allah 




4) Berdasarkan Sifat Benda  
Berdasarkan sifat bendanya akad terbagi menjadi: 
a) Akad „ainiyah 
Akad „ainiyah yaitu akad yang untuk kesempurnaannya 
dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti hibah, 
ariyah, rahn dan lain sebagainya. 
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b) Akad Ghairu „ainiyah 
Akad ghairu „ainiyah  yaitu akad yang hasilnya semata-
mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tepatnya sighat 
akad. Menimbulkan akad tanpa butuh serah terima barang. Ia 




5) Berdasarkan Unsur Tempo Dalam Akad 
Berdasarkan unsur tempat dalam akad dibagi menjadi: 
a) Akad al-zamani (akad bertempo) 
Akad al-zamani yaitu akad yang didalamnya unsur waktu 
merupkan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian 
dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini yaitu seperti 
akad upah-mengupah, sewa-menyewa, akad penitipan dan akad 
pinjam-meninjam. Akad tersebut memerlukan sebuah perjanjian 
atas lamaya suatu pinjaman atau titipan atau sewa. 
b) Akad al-fairui (akad tidak bertempo) 
Akad al-fairui yaitu akad dimana unsur tidak merupakan 
waktu tidak merupakan bagian dari suatu perjanjian. Seperti jua 
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e. Asas Berakad Dalam Islam 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa 
Arab asasun yang berarti dasar, basis dan fondasi. Fundamen (alas, 
dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan fundamental dan prinsip. 
Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, 
bertindak, dan sebagainya.
29
 Dimana asas berakad dalam Islam antara 
lain: 
1) Asas Ilahiah 
 Asas ilahiah, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi 
kepada dua bagian, yaitu Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah. 
Tauhid uluhiyah yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran 
bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, 
sedangkan Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah yang 
menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya Dia pulalah yang 




2) Asas Kebebasan (Al-Hurriyah) 
 Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah 
(berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan 
untuk membuat perjanjian (freedom of making contract), baik dari 
segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan 




Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di 
Indonesia, (Jawa Timur: Bayumedia Pubhlishing, 2005), h. 238. 
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lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi 
sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi 
para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian 
yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. 
Landasan asas ini yakni Q.S Al-Baqarah (2): 265; Al-Maidah (5): 1; 
Al- Hijr (15): 2; Ar-Run (30): 95; An-Nisa‟ (4): 33 dan 72.
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Firman Allah SWT yang berbunyi: 
   ْ ْ ْ ْ   ْ َْالل   ْْ
  ْ ْ ْ  ْ  ْ ْْ  ْ   ْ
 ْ ْ  ْ ْ  ْْ ُْللْ ْْْْْْ
 “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan 
hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk 
keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak 
di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka 
kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan 
lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun 
memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu 
perbuat.” (Q.S Al-Baqarah (2): 265) 
   
3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)  
Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa 
seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.  
Seperti Firman Allah SWT berikut ini: 





َْواللُْ ْ  ْ ْ ْْ ْْْْْْ
 “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang 
lain dalam hal rezki”( Q.S An-Nahl (16): 71) 
Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-
masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara 
manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas 
kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena 
itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama yaitu untuk 
menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman 
yang dilakukan dalam perikatan tersebut. 
4) Asas Keadilan (Al-„Adalah)  
 Dalam Firman Allah Q.S Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa 
Allah SWT berfirman: 
ْ ْ  ْ   ْ ْ ْ  ْ ْ
 ْ ْ  ْْْ
 “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami 
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami 
turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) 
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”(Q.S Al-
Hadid (57): 25) 
 
Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Yang seringkali 
disebutkan dalam Al-Qur‟an, bersikap adil sering kali Allah SWT 
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tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih 
menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.  
  ْ ْ ْْِْْلل   ْ ْْْ
    ْ ْ ْ ْْ ْْْْ  ْْ
ْ ْْللَهْْْَْْللْ ْ ْْْْْ
 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-
Maidah (5): 8) 
  
Sikap adil harus selalu tercermin dalam perbuatan muamalat. 
Oleh karena itu. Isalam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan 
sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini 
disebutkan juga dengan kezaliman. Penangguhan pembayaran utang 
bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan yang zalim pula, 
karena ia telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang 
lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya.
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5) Asas Kerelaan (Al-Ridha) 
 Dalam Firman Allah Q.S An-Nisa‟ (4): 29, dinyatakan bahwa 
segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau 
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kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, 
paksaan, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil 
(al-aqdu bil bathil). Berikut isi dari Firman Allah tentang asas 
kerelaan: 
  ْ ْ ْْ  ْ  ْ  ْ   ْ ْْ
ْ ْْ ْ ْْْْ  ْْَْْاالل  ْ
 ْ  ْْْْْ
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (QS An-Nisa‟(4): 29) 
 
 Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu 
perdagangan haendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. 
Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan 
misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini 
terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukaarela ini 
menunjukkan keikhlasan dan ikhtikad para pihak. 
6) Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidiqi) 
 Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia 
dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan 
muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perkatan, maka 
akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidak 
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jujuran ini tidak diterapkan dalam peikatan, akan menimbulkan 
perselisihan diantara para pihak. Firman Allah SWT berikut ini: 
  ْ ْ ْ للَْْا ْْ ْْْْْ
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 
Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar” (Q.S Al-
Ahzab (33): 70) 
 
 Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki 
manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan ddan juga bagi 
masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalat yang 
mendatangkan mudarat adalah dilarang. 
7) Asas Tertulis (Al- Kitabah)  
 Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu 
perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan 
diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan 
yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu 
perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dipegang suatu benda 
sebagai jaminannya. Adanya tulisan , saksi, dan/atau benda jaminan 
ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.
33
 
 Menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan 
berdasarkan asas-asas sebagai berikut: sukarela (iktiyari), amanah, 
kehati-hatian (ikhtiyati), tetap atau tidak berubah (luzum), saling 
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menguntungkan, kesetaraan (taswiyah), transparansi, kemampuan,  
taisir/kemudahan, ikhtikad baik, sebab yang halal. 
34
 
f. Berakhirnya Akad 
Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada 
dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (ikhtiyariyah) 
dank arena darurat (dharuriyah). 
1) Sebab ikhtiyariyah  
 Sebab ikhtiyariyah tersebut adalah fasakh, iqalah, dan 
berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, 
seperti dalamsewa-menyewa atau upah-mengupah (ijarah). 
2) Sebab Daruriyah  
 Sebab daruriyah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: 
a) Rusaknya objek akad (ma‟qud „alaih), seperti dalam akad sewa-
menyewa atau upah-mengupah (ijarah) dengan rusaknya 
kendaraan dan robohnya rumah akan disewakan, sehingga tidak 
bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan 
dipinjamkan dalamakad „ariyah dan rusak benda yang dititpkan 
dalam akad wadi‟ah atau hilangnya modal dalam akad syirkah. 
b) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, seperti 
karena meninggal dunia satu pihak atau keduanya, atau karena 
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adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad 
dengan sempurna. 
c) Dirampas (ghasab) atau dicuri objek akad oleh orang lain.35 
2. Barter Dalam Hukum Islam 
a. Pengertian  Barter 
Barter adalah salah satu sistem dari transaksi jual beli dimana 
sistem ini menukarkan kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda 
dan dalam pertukarannya dua jenis barang tersebut harus mempunyai nilai 
yang sama.
36
 Barter juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang 
dengan barang, barang dan jasa, atau jasa dengan barang tanpa 
menggunakan uang sebagai perantaranya.
37
 
Secara bahasa kata barter dapat diartikan dengan pertukaran. Tukar 
(mu‟awadhat) berarti bertukar atau berganti (mubadalah), yaitu 
memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu 
dengan sesuatu yang lain (wadha‟a al-syai‟fi muqabalatil akhar 
liya‟taadhu hadza bima ladai dzaka). Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), pertukaran adalah perbuatan bertukar atau 
memepertukarkan yang satu dengan yang lain. Secara istilah al-
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mu‟awadhat adalah segala aktifitas pertukaran harta atau asset baik dalam 
real asset maupun nonreal asset.
38
 
Pertukaran masalah pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur 
dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia 
modern sistem pertukaran sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, 
karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya, 
melainkan terikat ke dalam suatu jenis pekerjaan atau jasa, dan untuk 
kebutuhannya yang lain tergantung pada yang lainnya. 
Oleh karena itu seseorang harus menjadi ahli dalam bidangnya 
sendiri dan dengan melalui pertukaran dia memenuhi kebutuhan-
kebutuhan yang tidak terbatas itu. Jika sekiranya setiap orang 
memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya sendiri, maka tidak ada 
lagi bentuk tukar menukar, akan tetapi dalam era modern dewasa ini 
keinginan telah berkembang sedemikian rupa sehingga praktis tidak 
mungkin bagi setiap orang memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya 
sendiri.
39
 Lebih spesifiknya lagi yang dimaksud pertukaran dalam 
penelitian ini ialah pertukaran barang dengan barang (barter). 
Menurut pasal 1541 KUHPdt, tukar-menukar ialah suatu perjanjian, 
dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling 
memberikan suatu barang secara timbal balik, sebagai ganti ruginya suatu 
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 Barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua 
barang yang berbeda jenis. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter 
sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak 
dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan. 
Menurut Sunarto Zulkifli berpendapat bahwa yang perlu diatur 
adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. 
Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan 




Selain itu, ia juga memandang bahwa jika permasalahannya adalah 
pada informasi harga, maka proses jual beli (barang dengan uang) pun 
bisa menjadi permasalahan akibat salah satu pihak kekurangan informasi 
harga.
42
 Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Sunarto Zulkifli 
menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak 
bertentangan dengan syariah. Namun demikian diperlukan aturan main 
yang jelas terutama tentang informasi harga. Dalam transaksi ini semua 
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b. Dasar Hukum Barter 
Dasar hukum dari pertukaran terdiri dari Al-Qur‟an dan Hadis, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an yaitu sumber hukum yang pertama yang diturunkan 
Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai pedoman 
bagi umat Islam, sehingga hukum-hukumnya adalah undangundang 
yang harus ditaati. Allah SWT berfirman QS. Al-Maidah ayat 1: 
                         
                     
       
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah (5): 1) 
 
Dan QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: 
                       
                   
          
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
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dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. (QS. An-Nisa‟ (4): 29) 
 
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum 
muslim melakukan traksaksi-transaksi atau perniagaan dengan cara 
batil, kecuali suka sama suka di antara kamu. Maksud dari batil di sini 
sangat luas, ialah melakukan transaksi-transaksi yang bertentangan 
dengan syariat Islam, seperti melakukan transaksi mengandung adanya 
riba atau pun transaksi yang mengandung ghararnya (ketidakjelasan). 
Dalam masalah jaminan, Allah SWT berfirman: 
                         
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di 
antara kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah (2): 282) 
 
Maksud dari ayat tersebut di atas ialah apabila melakukan suatu 
transaksi yang pembayarannya akan dibayar kemudian hari sesuai 
pada ketentuannya akad diawal maka hendaklah meraka menulisnya, 
agar sebagai bukti bahwa pernah melakuan transaksi. 
2) Al-Hadis 
Al-Hadis yaitu sumber hukum yang kedua, menurut ushul fiqh 
ialah perkataan dan penetapan yang disandarkan kepada Nabi 




َْكاَنْ َوَسلََّمْبَِتْمِرْبَ ْرِْنٍّْفَ َقاَلْلَُوْالنَِّب َْصلَّْاللَُْعَلْيِوَْوَسلََّمِْمْنْأَْيَنَْىَذاْقَاَلِْباَلٌل
َلْيِوَْوَسلََّمْفَ َقاَلِْعْنَدْنَأََتٌْرَرِديٌّْفَِبْعُتِْمْنُوَْصاَعْْيِِْبَصاٍعْلُِنْطِعَمْالنَِّبََّْصلَّيْاللُْعَْ
ْبَاْالَْتَ ْفَعُلَْولَلِكْنِْإَذاْأََرْدَتْ النَِّب َْصلَّْاللَُْعَلْيِوَْوَسلََّمَْعْنَدَْذِلَكْاَوَّْهَْعْْيُْالر 
44َْأْنْتَ ْثََتَِيْفَِبِعْالتَّْمَرْبِبَ ْيٍعَْاَخَرُْشمَّْاْشََتِبِِوْ)َرَواُهْالُبَخارِْيُْمْسِلٌم(  
 
“Dari Abu Sa‟id Al-Khudry Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Bilal 
datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil 
menyerahkan kurma Barny”. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bertanya kepadanya, Dari nama engkau mendapatkan 
kurma ini? Bilal menjawab, “Tadinya kami mempunyai kurma 
yang rendah mutunya, lalu aku menjual sebagian darinya dua 
sha “dengan satu sha” (yang bagus), agar Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, Awwah awwah. Ini adalah riba yang 
sebenarnya,janganlah engkau melakukannya, tapi jika engkau 
ingin membeli, juallah kurma (yang rendah mutunya) dengan 
penjualan lain, kemudian belilah dengannya (kurma yang bagus 
mutunya)”. (HR. Bukhari-Muslim) 
 
َْىِبَْعْنَْأِبَْْسِعْيٍدْاْْلُْدرٌِيْقَاَلَْرُسْوُلْالِلَْصلَّْالِلَْعَلْيِوَْوَسلََّمْ الذََّىُبْبِالنَّ
َرَْوالتَّْمُرْبِالتَّْمِرَْواْلِمْلُحْبِاْلِمْلِحْمِْ ِعي ْ ُرْبِالشَّ ْثالًَْواْلِفضَُّةْبِاْلِفضَِّةَْواْلِب ْبِاْلِب َْوالثَِّعي ْ
 ِبَْثٍلَْيًداْبَِيٍدَْفَمْنْزَاَدَْأوِاْستَ زَاَدْفَ َقْدْأَْرَبْااَلِخُذَْواْلُمْعِطيِْفْيِوَْسَواءٌْ
45)َرَواُهُْمْسِلٌم(ْ  
 
“Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan 
perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma 
dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan 
ketangan (cash). Barang siapa memeberi tambahan atau 
meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan 
riba. Penerima dan pemberi samasama salah”. (HR. Muslim) 
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Jika kita telaah, hadis di atas menjelaskan tentang dua kelompok 
barang, kelompok pertama adalah mata uang atau uang, kelompok 
kedua adalah makanan. Kemudian para ulama berbeda-beda dalam 
menentukan ilat kedua jenis barang tersebut. Dalam penjelasan para 
ulama kontemporer, bila disimpulkan bahwa pendapat yang kuat yaitu 
sebagai berikut: 
a) „ilat jenis mata uang adalah tsamaniyah (keberadaanya sebagai 
mata uang), karena emas dan perak yang dicontohkan dalam hadis 




b) „ilat jenis makanan adalah th‟m, maksudnya setiap jenis makanan 
walaupun bukan makanan pokok (roti, beras).
47
 
c. Rukun Dan Syarat Barter 
1) Rukun Dalam Pertukaran atau Barter 
Karena pertukaran ini adalah pertukaran barang dengan barang 
(barter), maka rukun dari pertukaran tersebut diantaranya sebagai 
berikut: 
a) Penjual (bai‟) 
b) Pembeli (Musytari‟) 
c) Barang yang dipertukarkan 
d) Ijab qabul (sighat).48 
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2) Syarat Dalam Pertukaran atau Barter 
Pertukaran atau barter merupakan termasuk dalam jual beli, 
sebagaimana pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) 
jual beli adalah: 
49ُمَقابَ َلُةَْماٍلِْبَاٍلَْعَلىَْوْجٍوََْمُْصْوصٍْ  
“Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus 
(diperbolehkan).” 
Maka dapat disimpulkan bahwa syarat pertukaran dengan jual beli 
adalah sama. Berikut adalah syarat-syarat dalam pertukaran: 





Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana 
yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak 
tidak berakal maka jual beli (pertukaran) yang dilakukan tidak 
sah. 
(2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)  
Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi tersebut 
salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan 
kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan 
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transaksi pertukaran tersebut bukan karena kehendak sendiri. 
Oleh karena itu pertukaran yang dilakukan bukan atas dasar 
kehendak sendiri adalah tidak sah.
51
 
(3) Keduanya tidak mubazir 
Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri 
dalam transaksi pertukaran bukanlah orang-orang yang boros 
(mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan 
sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, artinya ia 
tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum 
meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata. 
(4) Baligh 
Baligh yaitu menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan 
baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-
laki dan telah dating bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh 
karena itu transaksi pertukaran yang dilakukan anak kecil 
adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah 
dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia 
belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum 
bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa 
anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual 









b) Objek pertukaran, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab 
terjadinya transaksi jual beli (pertukaran), dalam hal ini harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
53
 
(1) Suci atau bersih barangnya 
Maksudnya bahwa barang yang dipertukarkan bukanlah 
barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda 
yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa 
tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh 
dijual belikan (dipertukarkan) sebatas kegunaan barang bukan 
untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. 
Hal ini sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam kitab 
Fiqh Sunnah bahwa diperbolehkan seseorang penjual menjual 
kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh 
karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan 
sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa barang-barang yang mengandung najis, dan bangkai 
dapat dijadikan sebagai objek pertukaran asalkan pemanfaatan 
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barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan 
atau dikonsumsi. 
(2) Barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan 
Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkaan tentunya 
sangat relative, karena pada dasarnya semua barang yang dapat 
dijadikan sebagai objek pertukaran adalah barang-barang yang 
dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi.
54
 
Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang 
dipertukarkan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan 
barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariah Islam) 
atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku. 
(3) Barang yang dipertukarkan milik orang yang melakukan akad 
Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian 
pertukaran atas sesuatu barang adalah pemilik sah atau asli 
barang tersebut. Dengan demikian pertukaran yang dilakukan 
oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa 
si pemilik, dipandang sebagai perjanjian pertukaran yang batal. 
(4) Barang atau benda yang dipertukarkan dapat diserahkan 
Maksud bahwa barang atau benda yang dipertukarkan 
dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan 
pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang 




dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan 
adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk 
menyerahakan barang kepada pihak pembeli.
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(5) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahi 
Artinya bahwa barang atau benda yang akan dipertukarkan 
dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-
ukuran lainnya. Maka tidak sah pertukaran yang menimbulkan 
keraguan salah satu pihak atau pertukaran yang mengandung 
penipuan. 
c) Ijab Kabul Pertukaran 
Ijab kabul pertukaran yaitu suatu penyataan atau perkataan 
kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagaimana gambaran 
kehendaknya dalam melakukan transaksi pertukaran. Dalam ijab 
kabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain: 
(1) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, 
maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah 
penjual menyatakan ijabnya, begitu juga sebaliknya. 
(2) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan 
kabul. 
(3) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. 





(4) Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya pernyataan 
ijab dan kabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak 
menimbulkan pemahaman lain atau spekulasi lain. 
(5) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak. 
d. Objek Pertukaran 
Objek akad adalah sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang 
atau sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Dalam fiqh, objek akad ini 
sering disebut dengan istilah mal (harta). Dikalangan fuqaha terdapat 
perbedaan dalam menetukan cakupan pengertian harta. Sebagian ulama 
memberikan pengertian harta hanya pada objek yang tampak secara jelas 
dan dapat disimpan. Sebagian lainnya mengatakan cakupan harta tidak 




Dari segi objek pertukaran ada tiga jenis pertukaran, yaitu sebagai 
berikut: 
1) Pertukaran Real Asset (Ayn) dengan Real Asset (Ayn). 
Dalam pertukaran ini, bila jenisnya berbeda (misalnya upah 
tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada 
masalah (diperbolehkan). Namun bila jenisnya yaitu sama, fiqh telah 
membedakan antara real asset yang secara kasat mata dapat dibedakan 
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mutunya dengan real asset yang secara kasat mata tidak dapat untuk 
dibedakan mutunya. 
Contoh Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan yaitu karena 
secara kasat mata dapat dibedakan mutunya, maksudnya ialah karena 
kuda jelas mutunya atau kualitasnya bisa dilihat berapa ekor kuda 
yang ingin dipertukarkan. Sedangkan pertukaran gandum dengan 
gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan 
mutunya.
57
 Karena pertukaran ini adalah pertukaran barang dengan 
barang lain maka pertukaran ini disebut dengan barter. 
2) Pertukaran Real Asset (Ayn) dengan Financial Asset (Dayn) 
Dalam pertukaran ayn dengan dayn, maka yang dibedakan 
adalah jenis ayn-nya. Bila ayn-nya adalah barang, maka pertukaran 
ayn dengan dayn itu disebut jual beli (al-bai). Sedangkan bila ayn-nya 




3) Pertukaran Financial Asset (Dayn) dengan Financial Asset (Dayn). 
Dalam pertukaran dayn dengan dayn, dibedakan antara dayn 
yang berupa uang dengan dayn yang tidak berupa uang (untuk 
selanjutnya disebut surat berharga). Perbedaan uang dengan surat 
berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh 
pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang 
                                                             
57
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Cet. Ke 10, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2014), h. 53. 
58
 Ibid., h. 54. 
41 
 
sebagai alat bayar. Sedangkan aseptasi surat berharga hanya terbatas 
bagi mereka yang mau menerimanya.  
Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran 
uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran 
uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: sawa-an bi 
sawa-in (sama dalam jumlahnya) dan yadan bi yadin (sama waktu 
penyerahannya). Misalnya pertukaran satu lembar uang pecahan 
Rp.100.000 dengan 10 lembar uang pecahan Rp. 10.000, harus 
dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Pertukaran uang tidak 
sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: sama waktu 
penyerahannya. Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut sharf 




e. Barter yang Diperbolehkan dan Dilarang 
1) Pertukaran yang Diperbolehkan 
Al-Qur‟an melarang semua tindakan atau perbuatan memperoleh 
harta dengan cara tidak halal. Pengakuan Al-Qur‟an atas harta benda 
yang dimiliki seseorang merupakan pengakuan dan penegasan atas 
haknya yang eksklusif untuk mengambil keputusan yang penting 
berhubungan dengan harta yang dimilikinya. Pemilik harta bias 
menggunakan, menjual, dan menukar pada kekayaan yang dimilikinya 
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dan karenanya Al-Qur‟an menyatakan dengan tegas bahwa berdagang 
atau transaksi pertukaran adalah halal.
60
 
Mengenai pertukaran ini, Al-Qur‟an bukan saja mengizinkan 
bahkan mendorong untuk menjalankannya dengan penuh semangat dan 
optimism. Legalitas tersebut member implikasi bahwa seseorang bebas 
untuk melakukan bentuk transaksi apa saja selama berada dalam 
batasan yang diizinkan syara‟. Di samping itu, untuk mengembangkan 
usaha yang dilakukan, maka dianjurkan untuk melakukan kerjasama 




2) Pertukaran yang Dilarang 
Berikut ini beberapa pertukaran yang dilarang yaitu sebagai 
berikut: 
a) Riba 
Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan 
usaha menurut ajaran Islam adalah riba. Walaupun istilah riba 
memiliki beberapa makna, namun dapat diambil suatu pengertian 




b) Gharar atau Taghrar 
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Berdasarkan definisi di atas, unsur-unsur gharar adalah 
benda yang menjadi objek akad itu tidak ada di tangan atau 
dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan, 
sehingga mengakibatkan pembeli mengalami sebuah kerugian, 
penyesalan, dan bahaya. Sedangkan bagi pelakunya sendiri 
dianggap memakan harta secara batil. Gharar ini bias berbentuk 




Merupakan penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang 
diperjualbelikan atau yang dipertukarkan. Tadlis bisa dari penjual 
atau pembeli. Tadlis dari penjual berupa merahasiakan cacat 
barang dan mengurangi kuantitas atau kualitas barang tetapi 
seolah-olah tidak berkurang. Tadlis dari pembeli berupa alat 
pembayaran yang tidak sah.
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d) Ghabn (penipuan pada harga barang) 
Al-ghabn menurut bahasa berarti al-khada‟ (penipuan). 
Ghabn adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi 
dari harga rata-rata atau dengan harga yang lebih rendah dari 
harga rata-rata. Ghabn fahisy merupakan penipuan yang 
dilakukan secara keji, Ghabn ini termasuk tadlis dalam harga.
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e) Maysir (perjudian) 
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 Ibid., h. 87. 
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Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang 
menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak 
lain akibat permainan tersebut. Suatu kegiatan atau perbuatan 
dianggap maysir (perjudian) ketika terjadinya zero same game, 
yaitu keadaan yang menempatkan salah satu pihak atau beberapa 




f. Permasalahan dalam Sistem Barter 
Berikut permasalahan-permasalahan dalam penerapan sebuah sistem 
pertukaran (barter), diantaranya sebagai berikut:
67
 
1) Perekonomian pertukaran (barter) memerlukan dua kepentingan yang 
sama atau kehendak ganda yang selaras (doble coincidence of wants).  
2) Penentuan harga sukar dilakukan. Maksudnya nilai pertukaran sesuatu 
barang dengan barang lain harus dibuat lebih dahulu dan inilah 
rumitnya sistem pertukaran (barter). Misalnya nilai 2 kg beras sama 
dengan 1 kg minyak goreng. 
3) Perekonomian pertukaran (barter) membatasi pilahan pembeli. 
Seorang pembeli terkait dengan syarat yang ditentukan pihak lain 
yang menginginkan barang yang dimilikinya. Contohnya A ingin 
menukar 50kg beras miliknya, tapi B punya seekor kambing untuk 
ditukar beras 200kg beras. Ada dua pilihan bagi A, memenuhi 
permintaan B atau membatalkanya. 




 Ali Ibrahim Hasyim, Ekonomi Mikro Cet. Ke-2, (Depok: Kencana, 2017), h. 216. 
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4) Menyulitkan pembayaran tertunda. Penjualan secara kredit dibayar 
dalam bentuk barang juga dan ini akan menyulitkan, baik jenis dan 
mutu barang yang digunakan sebagai pembayaran. 
5) Sukar menyimpan kekayaan. Menyimpan kekayaan dalam bentuk 
barang memerlukan tempat dan biaya yang besar. 
3. Riba  
a. Pengertian Riba 
1) Pengertian Riba 
Riba secara bahasa yaitu bermakna tambahan. Dalam pengertian  
linguistic bahasa riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan 
menurut isitlah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta 
pokok atau tambahan modal secara batil.
68
 Maksud dari “tambahan” 
disini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh 
dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang 
harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang 
dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang 
tersebut berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya 
serah terima langsung. Misalkan penjualan rupiah dengan dollar, harus 
serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut 
maka ada unsur riba.
69
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Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana Prenada 
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Dari beberapa definisi riba yang ada terdapat sebuah ketegasan 
bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual 
beli (pertukaran) maupun pinjam-meminjam secara batil. Bathil di sini 
adalah bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.
70
 
Secara hukum fiqh (juristikal) riba mengandung pengertian: 
a) Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dimana 
pertukaran uang tersebut dalam bentuk uang yang sama (dollar-
for-dollar exchange, misalnya). 
b) Tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang melakukan 
kontrak tatkala komoditas yang didagangkan secara barter itu 
pada jenis yang serupa. Beberapa fukaha mempergunakan istilah 
ini dalam istilah yang umum dengan memasukkan semua bentuk 
transaksi yang tidak halal.
71
  
Menurut A. Hassan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan 
di dalam urusan pinjam-meminjam. Syabirin Harahap menyatakan 
bahwa riba adalah kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan.
72
 
Menurut jumhur ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan, 
yaitu penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis yang 
riil. Menurut Qatadah, Riba jahiliyyah adalah seseorang yang menjual 
barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang 
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 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis...., h. 239. 
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 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 127. 
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 Idri, Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2015) h.181 
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saat pembayaran dan pembeli tidak mampu untuk membayar, ia 
memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.
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b. Dasar Hukum Riba 
1) Al-Qur’an 
Riba adalah salah satu kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT, 
begitu banyak firman-firman yang terkandung dalam AlQur‟an yang 
menjelaskan bahwa riba itu diharamkan. Berikut adalah firman-firman 
Allah tentang riba, diantaranya sebagai berikut: 
              
                        
                            
                           
            
“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba  tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-
Baqarah (2): 275) 






Dan firman Allah SWT yang berbunyi: 
 
                        
         
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada 
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-
Imran (3) : 130) 
 
                   
    
   “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu 
orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah (2) : 278) 
 
                     
             
“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 
Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 
memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan 
riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya 
dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah (2) : 279) 
 
Dalam beberapa ayat Al-Qur‟an di atas disebutkan bahwa Allah 
SWT melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, 
apabila dari mereka telah melakukannya, maka diantara mereka harus 
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meninggalkannya agar mereka tidak tersesat atau pun terjerumus 
dalam api neraka. 
2) Hadis 
Sebagaimana yang telah diketahui al-Hadis merupakan rahmat 
dari Allah SWT kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis 
dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, selain itu untuk 
mengatur hukum-hukum atau aturan-aturan khususnya dibidang 
hukum Islam, salah satunya yaitu bahwa umat Islam tidak boleh 
memakan harta yang berasal dari riba, sebagaimana hadits yang tertera 
di bawah ini: 
Rasulullah bersabda: “ Dari Abu Hurairah ra, Ia  berkata 
Rasulullah saw, bersabda “ Emas dengan emas lagi yang sama 
jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis 
dan timbangannya, barang siapa yang menambah atau minta 
tambahan, itu adalah Riba” (HR.Muslim). 
 
c. Macam-Macam Riba 
Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi 




1) Riba dari Transaksi Hutang Piutang 
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 Ismail, Prebankan Syariah Cet. Ke-4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.12. 
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Riba ini disebabkan adanya transaksi hutang piutang antara dua 
belah pihak. Riba yang berasal dari hutang piutang ini dibagi 
menjadi dua yaitu: 
a) Riba Qardh 
Riba Qardh adalah suatu tambahan atau kelebihan yang 
telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi 
pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa 
pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan jumlah 




b) Riba Jahiliyah 
Riba jahiliyah merupakan riba yang timbul karena adanya 
keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan 
waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan 
membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi 
jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak 
mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu 
yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini 




2) Riba dari Transaksi Jual Beli 
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Riba bisa juga disebabkan dari transaksi pertukaran barang 
atau jual beli, riba yang berasal dari transaksi jual beli (tukar 
menukar) ini dibagi menjadi dua yaitu:
77
 
a) Riba Fadhl  
Riba fadl adalah riba yang berlaku dalam jual beli 
yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan kelebihan 
pada salah satu harta sejenis yang diperjual-belikan 
dengan ukuran syarak. Maksud ukuran syara‟ adalah 
timbangan atau ukuran tertentu. Dengan pengertian lain 
riba fadhl, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang 
sejenis yang tidak memenuhi kreteria sama kualitas, sama 
kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.
78
 Misalnya, 
1 kg beras dijual dengan 1¼ kg. Kelebihan ¼ kg tersebut 




Akhirnya muncul berbagai pendapat tentang jenis 
riba fadhl tersebut di kalangan para ulama fiqh. Menurut 
ulama mazhab Hanafi dalam salah satu riwayat dari Imam 
Ahmad bin Hanbal, riba fadhl ini hanya berlaku dalam 
timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap 
nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai 
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harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba 
fadhl. 
Sementara itu mazhab Maliki dan Syafi‟i menyatakan 
bahwa ilat keharaman riba fadhl pada emas dan perak 
adalah disebabkan karena keduanya merupakan harga dari 
sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibetuk. Oleh 
sebab itu, apapun bentuk emas dan perak apabila sejenis, 
tidak boleh diperjualbelikan dengan cara menghargai yang 
satu lebih banyak dengan yang lain.
80
 
b) Riba An-Nasi‟ah 
Riba an-nasi‟ah merupakan pertukaran antara jenis 
barang ribawi yang satu dengan yang lainnya. Pihak satu 
akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar 
disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan 
barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan 
dengan kualitas yang lebih tinggi karena penerima barang 




Misalnya, pada 01 Agustus 2017, Annisa meminjam 
beras kepada Anton 100kg pada 01 Agustus 2018, Annisa 
akan mengembalikan beras sebanyak 110 kg. Perbedaan 
waktu ini yang membuat pihak pertama barang harus 




 Ismail, Prebankan Syariah Cet. Ke-4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.15. 
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mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini 
tergolong transaksi yang dilarang.
82
 
Menetapkan „ilat riba an-nasi‟ah dan riba fadhl pada 
benda benda jenis makanan, terdapat perbedaan pendapat ulama 
mazhab Maliki dan Syafi‟i. Menurut ulama mazhab Maliki, ilat 
jenis makanan yang terdapat dalam riba an-nasi‟ah dengan ilat 
yang terdapat pada riba fadhl adalah berbeda. Dalam riba 
annasi‟ah, ilat pada benda jenis makanan adalah karena sifatnya  
bisa dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis 
makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang dan 
adil. 
Dengan prinsip ini maka an-nasi‟ah bisa berlaku pada 
seluruh jenis makanan, seperti beras, gandum, semangka dan 
lain-lain. Sedangkan riba fadhl menurut ulama mazhab Maliki, 
„ilatnya adalah makanan pokok dan tahan lama, sekalipun ulama 
Mazhab Maliki tidak membatasi waktu dalam hal tahan lama 
yang dimaksud. Alasannya adalah agar umat manusia tidak 
tertipu dan harta mereka terpelihara dari tindakan spekulan.
83 
d. Riba Dalam Pertukaran 
Berikut ini yang termasuk riba dalam pertukaran, yaitu sebagai 
berikut: 




M. Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peulang dan Ancaman, 
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1) Seseorang menukar langsung uang kertas Rp. 10.000,00 dengan 
uang recehan Rp. 9.950,00 uang Rp. 50,00 tidak ada imbangannya 
atau tidak termasuk, maka uang Rp. 50,00 adalah riba. 
2) Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp. 100.000,00 dengan 
syarat dikembalikan ditambah 10% dari pokok pinjaman, maka 10% 
dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya. 
3) Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan 2 liter beras dolog, 
maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukarkan 
dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. 
4) Seseorang menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 5 gram mas 12 
karat termasuk riba walaupun sama ukurannya tetapi berbeda dengan 
nilainya (harga) atau menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 10 
gram mas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba sebab 
walaupun harganya sama ukurannya tidak sama.
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e. Hikmah Dilarangnya Riba 
Berikut di bawah ini beberapa hikmah dilarangnya riba yaitu sebagai 
berikut: 
1) Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat 
bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat 
membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. 
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2) Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena pada 
dasarnya keuntungan yang diperoleh si pemilik dana bukan 
merupakan asil pekerjaan atau jerit payahnya. 
3) Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang 
meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois. 
4) Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil 
harta orang lain yang lemah. Cukup duduk, orang lain yang memeras 
keringatnya. 
5) Riba dapat mengakibatkan kehancuran, banyak orang-orang yang 
kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.
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B. Tinjauan Pustaka 
Kajian Pustaka adalah deskripsi tentang penelitian yang sudah 
dilakukan. Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran 
terkait dengan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu 
sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi.
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 Berikut adalah 
beberapa literatur yang digunakan oleh penyusun:  
1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter 
Motor Dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negri Agung 
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” yang ditulis oleh 
Umi Fadilah, 2017. Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli 
barter motor dengan penambahan uang dimana pembeli akan mencari 
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penjual atau penyedia barang yang akan di tukarkan. Jika sudah bertemu 
mereka langsung melihat kondisi motor yang akan di barterkan, setelah 
itu terjadilah tawar-menawar antara pembeli dan penukar motor dan jika 




2. Kedua, Skripsi yang berjudul “Jual Beli Barter Dalam Perspektif 
Ekonomi Syari‟ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai 
Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)” yang ditulis oleh 
Umi Riyanti, 2016. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli 
barter di desa tersebut yang dilihat dari perspektif ekonomi syariah. 
Dalam praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai, karena dalam 
melakukan transaksi jual beli barter tersebut meskipun jumlahnya sama, 




3. Skripsi yang berjudul “Praktik Barter antara Barang Bekas dengan 
Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit” yang ditulis oleh 
Agus Salim, 2010. Penelitian ini membahas tentang praktik barter antara 
barang bekas dengan mainan. Transaksi ini merupakan transaksi yang 
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terlarang karena di dalamnya selain ada unsur penipuan dan juga 
dikarenakan salah satu pelakunya masih belum dewasa.
89
 
Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Praktik Barter Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran 
Tempo” Studi Khasus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten 
Pringsewu, yang mana dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada perbedaan 
jumlah besaran objek barter antara daging sapi dengan sebuah padi sebesar 1,5 
kwintal. Dimana proses barter yang terjadi akan ditinjau menggunakan beberapa 
teori dalam hukum Islam seperti teori akad dalam Islam, barter dalam Islam dan  
riba dalam Islam. 
  
                                                             
89
Agus Salim, Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang 
Kabupaten Sampit,Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2010. 
DAFTAR PUSTAKA 
Hadis  
Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Taysiru al allam Syarh Umdatul Ahkam 
Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim, Penerjemah Kathur Suhardi Cet 
VII, Deriut: Darul Falah, 2008. 
Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram Koleksi Hadis-
Hadis Hukum, Darul Fikri, 207-275 M. 
Buku 
A. Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Cet. Ke 10, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. 
Abidin Zainal, Amarullah, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Balai 
Pustaka, 2006 
Achmadi Abu, Nabuko Cholid, Metodologi Penelitian, cet. Ke-13, Jakarta: Bumi 
Aksara, 2013 
-------MetodePenelitian, Jakarta: BumiAksara, 2011 
 
-------MetodePenelitian, Jakarta: BumiAksara, 2005 
Ahmad, Mustaq, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. 
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam 
Fikih Muamal Muamalat), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.  
Arikuto Suharsimi, Prosedur Penelitian Ilmiah :suatu pendekatan praktik Jakarta: 
BinaAksara,   1985 
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, KamusBesarBahasa Indonesia Edisi 
kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997 
DepartemenPendidikanNasional, KamusBesarBahasa Indonesia Edisiketiga, 
Jakarta: Balai Pustaka, 2002 
Djamil, Fathurrahman Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di 
Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 
Harahap, Isnaini, Hadis-Hadis Ekonomi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. 
Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. 
Hasan M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Perdasa, 2003. 
Hasyim, Ali Ibrahim, Ekonomi Mikro Cet. Ke-2, Depok: Kencana, 2017. 
Hidayat, Enang, Transaksi Ekonomi Syariah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2016. 
Huda, Nurul, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2014. 
Idri, Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, Jakarta: Prenada 
Media Group, 2015. 
Ismail, Prebankan Syariah Cet. Ke-4, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. 
Ja’Far, Khumedi, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga 
Dan Bisnis, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016. 
M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peulang dan 
Ancaman Cet. Ke-1, Edisi Ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2006. 
M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peulang dan 
Ancaman, Cet. Ke-1, Edisi Ke- 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2006. 
Mahmudah Siti, Histrorisitas Syariah : Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim, 
Yogyakarta: LKiS, 2016 
Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah Cet. Ke-4, Jakarta: Rajawali 
Pers, 2017. 
Mardani, Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 
Muhammad Azam, Abdul Aziz, Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, 
Jakarta: Amzah, 2010. 
Mujahidin, Akhmad, Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. 
Mushlich Wardi Achmad ,Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010 
Nazir Moh, MetodePenelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009 
Qardhawi, Yusuf, Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam, Diterjemahkan 
Oleh Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, Dan Aumur Rofiq Shaleh 
Tamhid, Cet. I, Rabbani Press, 1997. 
Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti 
Wakaf, 1995. 
Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor 
Keuangan Syariah”, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 
Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016 
Slamet, Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah 
Berdasarkan PSAK Dan PAPSI, Jakarta: Gramedia Widiasarana Inodnesia, 
2005. 
Sugiyono, Penelitian Dan Kuantitatif, Bandung: Alfabeta, 2012. 
SugonoBambang, MetodePenelitianHukumJakarta: Raja Grafindo Persada,2005 
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2005. 
Sumitro, Warkum, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial 
Politik Di Indonesia, Jawa Timur: Bayumedia Pubhlishing, 2005 
Tika P. Muhammad, Metedologi Riset Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara,2006 
Tjitrosudibio, Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. Ke.41, 
Jakarta: Balai Pustaka, 2015. 
Yahya Al faifi, Sulaiman Ahmad, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: 
Pustaka Al-Kausar, 2009 
Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul 
Hakim, 2004. 
Jurnal 
Efa Rodiah Nur, Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam 
Transaksi Bisnis Modern, Al-Adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015. 
Fatkhul Wahab, Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi, Iqtishodia Jurnal 
Ekonomi Syariah, Vol. II No. 02: 64, 2017. 
Sumber Online 
Agus Salim, Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan 
Ketapang Kabupaten Sampit, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin, 2010. 
https://id.wikipedia.org/wiki/Barter 
https://kamus.tokopedia.com/j/jatuh-tempo 
Odon1wirawan, tersedia di: https://brainly.co.id/tugas/270311, (01 Desember  
2020 Pukul 15:56) 
Umi Fadilah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor 
DenganPenambahan Uang, Studi di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang 
Padang Kabupaten Tanggamus, Fakultas Syariah UIN Raden Intan 
Lampung, 2017. 
Umi Riyanti, Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah, Studi Pada 
Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten 
Pulang Pisau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palangkaraya, 2016. 
Wawancara  
Bapak Gufron, Penjual Daging, Wawancara, Di Desa Wargomulyo Kecamatan 
Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 01 Oktober  2020. 
Ibu Murni, Penjual Daging, Wawancara, Di Desa Wargomulyo Kecamatan 
Pardasuka Kabupaten Pringsewu,  6 Oktober 2020. 
Ibu Eka, Setiawati, Pembeli Daging, Wawancara, Di Desa Wargomulyo 
Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu,  7 Oktober 2020. 
Ibu Siti maimunah, Pembeli Daging, Wawancara, Di Desa Wargomulyo 
Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 01 Oktober 2020. 
Ibu Iis setiawati, Pembeli Daging, Wawancara, Di Desa Wargomulyo Kecamatan 
Pardasuka Kabupaten Pringsewu,  07 Oktober 2020. 
Ibu Imroatus, Pembeli Daging, Wawancara, Di Desa Wargomulyo Kecamatan 
Pardasuka Kabupaten Pringsewu,  01 Oktober 2020. 
Ibu Puji , Pembeli Daging, Wawancara, Di Desa Wargomulyo Kecamatan 
Pardasuka Kabupaten Pringsewu,  02 Oktober 2020. 
Bapak Amin, Pembeli Daging, Wawancara, Di Desa Wargomulyo Kecamatan 
Pardasuka Kabupaten Pringsewu,  03 Oktober 2020. 
Bapak Mardiyo, Pembeli Daging, Wawancara, Di Desa Wargomulyo Kecamatan 
Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 04 Oktober 2020. 
Ibu Maria Cahya Pembeli Daging, Wawancara, Di Desa Wargomulyo Kecamatan 
Pardasuka Kabupaten Pringsewu,  07 Oktober 2020. 
Bapak Teguh, Pembeli Daging, Wawancara, Di Desa Wargomulyo Kecamatan 
Pardasuka Kabupaten Pringsewu,  01 Oktober 2020. 
 
Monografi Profil Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 
2020. 
